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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan suatu akta notaris yang memuat dua 

perbuatan hukum di dalamnya, yakni akta pengakuan hutang dan akta kuasa menjual dan tanggung 

jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang 

mengacu kepada penelitian kepustakaan dan undang-undang kemudian dilakukan pengumpulan dan 

analisa data setelah itu ditarik kesimpulan menggunakan metode pemikiran deduktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akta Pengakuan Hutang yang disertai dengan Akta 

Kuasa Menjual sebagai jaminan tidak akan memiliki kepastian hukum. Argumentasinya, Akta Kuasa 

Menjual yang dibuat sebagai jaminan itu mengalami cacat kehendak, karena pihak debitur tida k 

memiliki kehendak untuk menjual tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan melalui akta 

pengakuan hutang tersebut dan Akta Kuasa Menjual termasuk jenis “kuasa mutlak” yang jelas telah 

dilarang dan merupakan penyelundupan hukum karena bertentangan dengan Instruksi Mendagri 

Nomor 14 tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai 

Pemindahan Hak atas Tanah dan juga tidak dibenarkan sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah 

Agung yaitu  Putusan MARI No : 3176 K/Pdt/1998, Putusan MARI No : 1991.K/Pdt/1994 dan 

Putusan MARI No : 199 K/TUN/2000.  Selanjutnya, kepada Notaris sebagai pejabat pembuat akta 

dapat dimintai tanggung jawab secara pidana, perdata atau administratif. 

 

Kata kunci: Akta Notaris, Pembatalan Akta, Tanggung Jawab Notaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


